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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت  ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
 ض dad d de (dengan titik di bawah) 
x 
 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
xii 
 
  
dammah dan wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf  ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
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(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama :      Ahmad Asif Sardari  
Nim    :     10100112018 
Judul  : Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Poligami Pada Masyarakat 
Lamaholot (Sudi Kasus Di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit 
Kabupaten Flores Timur)  
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme poligami yang 
terjadi pada masyarakat islam lamaholot? Pokok masalah tersebut dibagi dalam tiga 
sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: 1 Bagaimana pandangan masyarakat 
tentang perkawinan poligami pada masyarakat Islam lamaholot?, 2) Akibat Hukum 
yang Timbul sebagai Konsekuensi Perkawinan Poligami yang Tidak Sesuai dengan 
Aturan Perundang-undangan?, 3) Apa saja aspek-aspek poligami menurut Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia? 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis dan empiris. Data diperoleh dari para tokoh 
adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan, dan hakim. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan 
penelusuran berbagai literatur atau refrensi. Teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan 
kesimpulan.  
Hasil penelitan ini menujukkan bahwa 1) Ketentuan-ketentuan adat lamaholot, 
sebagiannya bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Tidak terkecuali dengan ketentuan perkawinan poligami 
menurut adat lamaholot. Bagi masyarakat yang paham tentang agama dan hukum, 
mereka akan hidup dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan agama dan 
hukum yang berlaku. 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan 
pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan 
dianggap tidak sah dimata Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut dianggap 
sangat merugikan bagi istri yang dipoligami dan perempuan pada umumnya, baik 
secara hukum maupun secara sosial dan bagi anak yang dilahirkan. 3) Berkaitan 
dengan dasar hukum poligami, seorang suami dapat melakukan poligami, seorang 
suami dapat melakukan perkawinan dengan beberapa orang istri dan pelaksanaannya 
diatur dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 
namun dari aturan hukum tersebut, ada beberapa asas yang melatarbelakangi 
timbulnya konsep poligami. 
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Menghendaki perkawinan poligami 
masyarakat Islam lamaholot sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang yang berlaku 2) Peneliti berharap bahwa, budaya lamaholot yang tidak sesuai 
dengan Undang-undang, dapat disesuaikan tanpa meninggalkan nilai budaya 
lamaholot itu sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia yang bertujuan 
untuk melangsungkan kehidupan. Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-
pasangan, dengan naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya 
bertemu dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-
Dzarriyat/51:49:   
                    
Terjemahnya :  
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.
1
 
 
Untuk memahami ayat tersebut, penjelasannya terdapat pada QS yasin/ 36: 
36,
2
 yang terjemahnya adalah “maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.” 
 
Ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia sangat mendambakan  
pasangannya dan dapat hidup bersama dengan pasangannya tersebut, sehingga dalam 
                                                             
1
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Syāmil Qur’an, 2012), h. 522. 
2
M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an, (Jakarta, 
Lentera Hati, 2002), h. 352. 
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mengarungi kehidupannya tidak merasa sendiri, melainkan ada seseorang yang 
menemani dan mendampingi baik suka maupun duka. 
Perkawinan merupakan cara yang alami untuk menyalurkan dorongan seksual 
manusia. Ia juga merupakan tujuan suci dari hasrat naluriah yang mendalam. Islam 
mengaku kecendrungan naluriah itu sebagai kenyataan yang harus ditanggulangi 
dengan solusi yang realistis dan positif. Solusi itu berupa kemudahan untuk menikah 
serta menutup rapat-rapat semua jalan yang tidak sah untuk berhubungan dengan 
lawan jenis. 
Dengan perkawinan, seseorang juga akan memperoleh keseimbangan hidup, 
baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Dari semua hal yang telah 
disebutkan, kedua mempelai perlu memiliki kesiapan mental maupun spiritual yang 
matang dalam menjalani bahtera rumah tangga baik kesiapan fisik maupun psikis, 
karena akan mendapatkan atau mengemban beban dan tanggung jawab yang amat 
berat sesuai hak-hak dan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri.  
Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara 
pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup 
manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur 
pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, 
kamanusiaan dan kebenaran. Selain itu juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek 
keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan 
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keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Sedangkan dasar-dasar pengertian 
perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu  dimiliki oleh 
seseorang sebelum melakukannya, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas.  
Kalau dilihat dari dasar-dasar pemikiran sosialnya, maka perkawinan itu tidak 
mungkin akan berlangsung dengan sendirinya tanpa memperhatikan situasi dan 
suasana masyarakat. Secara sosiologis, kehidupan suami istri tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-
anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi 
dalam kehidupan masyarakat politik, ekonomi dan kebudayaan akan berkembang 
bersama-sama antara kehidupan keluarga dan masyarakat. Ditinjau dari aspek 
pemikirannya, maka suatu perkawinan itu memberikan cerminan yang bersifat abadi 
bahkan berlanjut dalam kehidupan akhirat.  
Berdasarkan hal tersebut, maka Islam memandang perkawinan merupakan 
suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga 
berdasarkan hukum yang kuat. Dan secara yuridis normatif, perkawinan itu bukan 
sekedar persetujuan hidup bersama, melainkan kehidupan suami istri yang didasarkan 
kepada aturan yang diperintahkan Allah swt. 
Agama Islam mengatur perkawinan bagi manusia demi ketentraman hidup di 
dunia ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Rum/30:21   
4 
 
                          
                 
Terjemahnya : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.
3
 
 
Ayat tersebut menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan 
rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat ini melanjutkan pembuktian yang lalu dengan 
menyatakan bahwa: Dan juga diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 
menciptakan untuk kamu secaara khusus pasangan pasangan hidup suami atau istri 
dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya 
yakni kepada masing-masing passangan itu, dan dijadikan-Nya diantara kamu 
mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.
4
  
Keadaan tersebut merupakan dambaan setiap pasangan yang melakukan 
pernikahan untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dalam suatu 
bingkai keluarga yang  merupakan bagian dari komunitas masyarakat terkecil dan 
sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan 
kasih sayang seluruh anggota keluarganya nantinya.  
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Syariat Islam memandang bahwa ikatan perkawinan antara suami istri itu 
pada hakekatnya adalah suatu tugas yang suci dan mulia, baik dihadapan manusia 
terlebih disisi Allah swt. Oleh karena itu, syariat Islam mengaturnya dengan teliti dan 
ketat, baik yang mengatur terhadap berbagai hal yang muncul sebelum 
dilangsungkannya perkawinan, sesudah terwujud maupun kelanjutan dari suatu 
perkawinan.  
Begitupun pada Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 
Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur di Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 1 Undang-Undang Repubik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 
Dalam kelanjutan Undang-Undang tersebut, Pasal 3 ayat (1) menyatakan:  
 
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunya seorang suami.
6
 
 
Makna perkawinan tersebut, nampak bahwa suatu perkawinan menggunakan 
asas monogami agar kebahagiaan dan kekekalannya dapat terwujud dengan baik. Dan 
asas monogami tersebut didasarkan kepada hukum bilateral, artinya setiap orang dari 
pihak suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk keluarga para 
pihak. Namun, terkadang hidup dengan satu pasangan saja (sepasang suami istri) 
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tidak dapat terwujud. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti salah satu dari 
pasangan suami istri tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan atau merasa kurang, 
sehingga membutuhkan dari yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, 
sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat dengan poligami.  
Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini  
lebih dari satu. Poligami merupakan pengecualian apabila suami mampu berlaku adil 
terhadap istri-istrinya dengan ketetapan tidak boleh lebih dari empat orang.  
Sebelum melaksanakannya, perlu dipertimbangkan dulu makna adil yang 
dimaksud. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:3 
                             
                          
Terjemahnya :  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.
7
  
Ayat ini menjelaskan tentang larangan berlaku aniaya terhadap anak-anak 
yatim. Karena itu, ditegaskan-Nya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil 
terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi 
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sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat 
menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika 
kamu  takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, 
bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang 
saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki.
8
  
Masalah poligami memang sudah masuk ke dalam kontes sosial artinya 
menyangkut kepentingan orang banyak dalam hal ini perempuan yang membutuhkan 
nilai keadilan yang seutuhnya. Apabila ada beberapa perempuan yang merasa 
mendapatkan keadilan dalam praktek poligami, hal itu adalah merupakan penilaian 
secara individu dari mereka yang pernah melakukan poligami. Namun dari sisi lain 
banyak dari mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan dan perlakuan semenah-
menah dari sang suami yang menuntut untuk menikah lagi. Belum lagi dampak 
psikologi dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. 
Masyarakat Islam Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat yang masih 
dipengaruhi oleh aturan atau ketentuan adat yang berlaku di daerahnya begitu pula 
dengan aturan perkawinan, masyarakat Nusa Tenggara Timur masih menggunakan 
ketentuan adat disamping ketentuan agama dan ketentuan pemerintah. Salah satu 
kelompok masyarakat Islam di Nusa Tenggara Timur yang masih kuat 
memepertahankan ketentuan adat dalam perkawinanan adalah masyarkat Lamaholot. 
Perkawinan pada masyarakat Lamaholot juga diatur mengenai ketentuan poligami. 
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Berikut merupakan beberapa pendapat para tokoh agama, tokoh masyarakat 
dan aparat hukum terkait dengan mekanisme poligami masyarakat Islam Lamaholot 
di desa Horinara, dan dijadikan sebagai  data awal penelitian, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ahmad Mustafa bahwa mekanisme poligami secara adat 
Lamaholot oleh masyarakat Islam di  desa Horinara ini masih terjaga, masih sesuai 
dengan apa yang disepakati dan apa yang dijalankan oleh orang tua kita dulu. Dalam 
adat Lamaholot, pihak laki-laki  yang telah beristri yang ingin menikah lagi,  sangat 
ditekankan untuk bisa berlaku adil kepada istri-istrinya kelak, dan juga bisa 
bertanggung jawab. Para pemuka adat sangat memperhatikan aspek ini. Dan 
mengenai belisnya, gading gajah masih tetap berlaku sebagai pemberian dari pihak 
laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.
9
 Kemudian pendapat H. Abdul Hamid 
Abdullah, S.E. mengungkapkan bahwa, adat semestinya mengandung unsur-unsur 
agama didalamnya. Agamapun sangat menghormati adat yang berlaku. Karena, 
terdapat kaidah ushuliah yang menjelaskan bahwa adat itu dapat dijadikan hukum. 
Adat yang pastinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
10
 Sedangkan, Hakim 
Pengadilan Agama Larantuka Agus Salim berpendapat bahwa, masyarakat Lamaholot 
adalah masyarakat yang sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Terdapat 
aturan-aturan kepada yang ingin berpoligami berupa membayar bala (gading) yang 
harganya cukup tinggi. Namun, jika mereka ingin mengajukan perkara ke Pengadilan 
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yang segala mekanismenya telah diatur dengan Undang-Undang, maka para pihak 
harus bersedia untuk diadili sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan harus siap untuk menanggalkan atau mengesampingkan adat yang 
berlaku pada daerah mereka.
11
 
 Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat di jadikan alasan bagi penulis untuk 
membahas, menganalisis dan meneliti tentang Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme 
Poligami pada Masyarakat Islam Lamaholot di Desa Horinara, Kecamatan 
Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok 
masalah adalah: Bagaimana mekanisme poligami yang terjadi pada masyarakat islam 
lamaholot? Dari pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan poligami pada 
masyarakat Islam lamaholot?  
2.  Apa akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi perkawinan poligami 
yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan?  
3. Apa saja aspek-aspek poligami menurut peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi: 
”Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Poligami pada Masyarakat Islam Lamaholot 
di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Desa Horinara Kecamatan 
Kelubagolit Kabupaten Flores Timur)”.  
Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat dan mempelajari secara 
cermat. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berarti hasil 
meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 
sebagainya).
12
 
Yuridis didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut atau secara 
hukum; melalui bantuan hukum. 
13
 
Mekanisme didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara kerja suatu.
14
 
Suatu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme poligami. 
Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu sistem 
perkawinan yang membolehkan seorang mempunyai istri lebih dari satu orang.
15
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Lamaholot adalah salah satu suku atau komunitas masyarakat yang terdapat di 
kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor daan Lembata, yang 
semuanya berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini dilaksanankan di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit, 
Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengambil batasan 
objek penelitian dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan 
para hakim sebagai bagian dari aparat hukum setempat yang memahami aspek ini 
dari segi kacamata Undang-undang.  
D. Kajian Pustaka 
Eksistensi kajian pustaka dalam poin ini dimaksudkan memberi pemahaman 
serta penegasan bahwa terdapat beberapa buku menjadi rujukan dan tentunya relevan 
atau terkait dengan judul skripsi penulis yakni: Tinjauan Yuridis Terhadap 
Mekanisme Poligami Pada Masyarakat Islam Lamaholot (Studi Kasus di Desa 
Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur). Buku yang menjadi 
rujukan dalam Pembuatan skripsi ini yakni sebagai berikut: 
1. Abdul Gani, Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan 
Agama, (Jakarta: Intermasa, 1991). Dalam buku ini, berisikan semua Undang-
undang yang mengatur tentang peradilan agama, tak terkecuali tentang aspek-
aspek poligami. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 
12 
 
berkaitan dengan mekanisme poligami masyarakat Islam berdasarkan adat 
lamaholot. 
2. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010). Buku ini 
mencakup semua hal yang paling dasar sampai lanjut tentang aspek-aspek 
pernikahan, mulai dari pengertian perkawinan, larangan perkawinan, talak, 
dan juga tentang poligami baik dalam prespektif Islam maupun Undang-
undang.  Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berkaitan 
dengan mekanisme poligami masyarakat Islam berdasarkan adat lamaholot. 
3. Muhammad Yahya, Poligami dalam Prespektif Hadist Nabi Saw. (Makassar: 
alauddin university press, 2013). Buku ini berisi tentang hadits-hadits Nabi 
dan berbagai tinjauan tentang poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. 
Dan juga poligami sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. 
Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berkaitan dengan 
mekanisme poligami masyarakat Islam berdasarkan adat lamaholot ditinjau 
secara yuridis.                                                                       
4. Muhammad Anshary, Hukum perkawinan di Indonesia. Lebih banyak 
membahas mengenai aspek-aspek pernikahan yang kontraversi, termaksud 
poligami. Oleh karena itu, buku ini juga menjadi salah satu pedoman peneliti 
dalam melakukan penelitiannya. Namun, lebih banyak berkaitan dengan aspek 
hukum perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang, tidak pada aspek 
adatnya. 
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5. Thahir Maloko, poligami dalam pandangan orientalis dan prespektif hukum 
Islam. Membahas secara khusus poligammi dalam pandangan orientalis dan 
juga poligami dalam prespektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan 
diteliti oleh peneliti berkaitan dengan mekanisme poligami masyarakat Islam 
berdasarkan adat Lamaholot namun ditinjau secara yuridis. 
Selain buku-buku di atas, tentunya masih banyak lagi literatur-literatur yang 
peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini. 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian :  
a. Untuk menganalisis dan mengetahui pandangan masyarakat tentang 
perkawinan poligami pada masyarakat Islam lamaholot. 
b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi 
perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-
undangan. 
c. Untuk mengetahui aspek-aspek poligami menurut Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mendapatkan gambaran dari tukar pikiran kepada masyarakat tentang 
perkawinan poligami.  
b. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai aspek-aspek 
poligami menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 
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c. Memberikan informasi dan pelajaran kepada masyarakat umum tentang 
akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi perkawinan poligami yang 
tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan. 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Poligami 
Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu apoulus yang mempunyai arti 
banyak serta gamos yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini 
digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah 
yang tidak terbatas.
1
 Kata poligami hampir sama dengan poligini, dimana poligini 
berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gene yang berarti perempuan. Dari 
pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami dan poligini 
ialah suatu sistem perkawinan dimana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih 
dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam 
tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya.  
Menurut syariat Islam, kata poligami berasal dari ta‟addud az-zaujat 
mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak 
dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
batasannya yaitu hanya empat. Hanya saja yang berkembang pengertian itu 
mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri 
banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.
2
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Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja 
pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada 
yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa 
nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil 
sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang 
makin tinggi kedudukanya,  makin banyak mengumpulkan wanita.
3
 Dengan demikian 
poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu  peninggalan zaman perbudakan yang mana 
hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi. 
Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami 
yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup 
kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung 
adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang 
kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan 
bentuk pengunggulan kaum laki-laki. 
Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 
Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap 
perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya 
poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut 
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juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang 
membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. 
 Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di 
Indonesia bahwa dicantumkan ketentuan  yang membolehkan adanya poligami dalam 
pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk 
pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat 
tentang poligami sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri 
tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, 
wujud penindasan kaum suami terhadap istri.
4
 
Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang 
pria dengan lebih seorang isrti. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan 
No.1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini 
disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang 
Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarahan pada 
pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit 
penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. 
Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah 
maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-
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ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak 
perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari. 
B. Poligami dan Nasib Wanita Sebelum Islam 
Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir 
seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. 
Berbagai ajaran maupun pemeluk-pemeluk agama yang ada di dunia ini juga tidak 
asing dengan aspek dan praktek poligami.  
Di dunia barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian 
besar bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan 
cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan 
tetapi kenyataan menunjukan lain, dan inilah yang mengherankan. Hendrik II, 
Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah contoh orang-orang 
besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang 
telah bersumpah tidak akan kawin selamanya hidupnya, tidak malu-malunya 
memiliki kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau 
kepala gereja mereka.
5
 
Pada tahun 1928, di tanah air kita mulai terdengar suara-suara yang 
menentang poligami. Suara-suara ini terutama dating dari organisasi-organisasi kaum 
wanita diluar Islam, seperti Putri Indonesia, dan lain-lain. Sejak tahun itulah soal 
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poligami ramai dibicarakan orang, baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau 
pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Penentang-penentang poligami itu, 
disamping menentang poligami itu sendiri, juga tak segan-segan melemparkan 
fitnahan terhadap Islam, sebab barangkali menuru mereka, Islamlah yang terutama 
dan yang pertama-tama mengajarkan poligami itu. Biasanya, alassan-alasan yang 
mereka ajukan untuk menentang poligami itu antara lain :  
Pertama        : Poligami merendaahkan derajat kaum wanita.  
Kedua          : Poligami menyebabkan merajalelanya perzinahan.  
Ketiga     : Poligami menyebabkan kacaubalaunya rumah tangga, sebab          
biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri 
yang baru.
6
 
Pada zaman dahulu, kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja yang 
melambangkan ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai 
perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, begitu juga orang 
Babilonia, Siria, dan Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah 
wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahmana berkasta tinggi, 
boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Dikalangan bangsa Israil, poligami 
telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat 
kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri 
oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut 
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kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasehai 
supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.
7
 
Pendekatan praktek poligami dalam prespektif keagamaan, golongan Kristen 
Katolik tidak membolehkan  pembubaran akad nikah kecuali kematian saja. 
Sedangkan aliran-aliran Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil 
membolehkan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada dewan Gereja pada masa awal 
Kristen yang menentang Poligami. St. Agustine justru menyatakan secara tegas 
bahwa dia sama sekali tidak mengutuk poligami. Marthin Luther mempunyai sikap 
yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum 
Anabaptis mendakwakan poligami. Sekte Mormon juga meyakini poligami. Bahkan 
hingga sekarang, beberapa Uskup di Afrika masih sangat mendukung praktek 
poligami. Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang 
Eropa (Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia 
dan Inggris) semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga 
bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu, 
tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang 
poligami, sebab nyatanya yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di 
negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang.
8
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Pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim 
dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak menyebukan batas dari 
jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. 
Dalam kitab Perjanjian Lama (The Judges / Old Testament) disebutkan bahwa, setiap 
orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8:30; 1:45; 12:14). Tersebut 
juga dalam kitab itu bahwa Raja Sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 gundik 
(1.Ki. 9: 1:3). Anaknya mempunyai 18 istri dan 60 gundik (2 Croicles / Perjanjian 
Lama, 11:21). Rehoboam mempunyai 68 anak dan masing-masing mempunyai 
beberapa istri (2 Croincles, 11:23).
9
  
Sedangkan di Arab, masyarakat Arab pra Islam adalah masyarakat yang selalu 
bersaing satu sama lain. Salah satu cara untuk dapat bertahan hidup adalah dengan 
berkelompok. Tidak ada jaminan untuk individualisme, karena jaminan keamanan 
ada pada suku. 
Para perempuan seperti budak yang tidak memiliki hak-hak kemanusiaan atau 
hukum. Lelaki berhak memiliki istri sebanyak yang mereka mau, karena keturunan 
sering diperhitungkan dari garis perempuan, secara resmi harta diwarisi oleh 
perempuan, tetapi itupun tidak memberi mereka pengaruh. Laki-laki mengawini 
perempuan hanya untuk mendapatkan warisannya secara resmi.
10
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Perempuan hanya menjadi barang komoditi, kedudukan perempuan menjadi 
sangat rendah. Maka praktek perkawinan dalam masyarakat ini hanya merupakan 
transaksi jual beli antara suami disatu pihak dengan ayah atau kerabat laki-laki istri di 
pihak lain. Sejarah juga mencatat praktek-praktek perkawinan yang hanya 
menguntungkan pihak laki-laki (suami), dimana memandang istri hanya sebagai 
pelengkap kebutuhan nafsu biologis, seperti istibdha‟ yaitu praktek meminjamkan 
istri, isytieraq yaitu semacam poliandri, sifah yaitu majikan melakukan hubungan 
suami istri dengan budak, maqt yaitu seorang aki-laki menkah dengan bekas isri 
ayahnya dengan didasari rasa benci, jam‟u yaitu perkawinan konrak hanya unuk 
beberapa waktu saja, badal mubadalah yaitu praktik tukar menukar istri agar 
mendapat bibi yang bagus, syighar yaitu tukar menukar kerabat perempuan dan 
ittikha dzul akhdan yaitu memelihara gundik secara sembunyi-sembunyi.
11
 
C. Dasar Hukum Poligami 
Dasar hukum poligami terletak dalam QS al-Nisa`/4:3 :  
                             
                          
Terjemahnya :  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
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budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.
12
 
 
Ayat ini menjelaskan tentang larangan berlaku aniaya terhadap anak-anak 
yatim. Karena itu, ditegaskan-Nya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil 
terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi 
sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat 
menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika 
kamu  takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, 
bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang 
saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki.
13
  
Maksudnya  berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri 
seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam 
memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini 
poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi 
Muhammad saw. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 
Dan demikian juga disebutkan dalam QS al-Nisa/4 : 129, Allah swt. 
berfirman: 
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                         
                      
Terjemahnya : 
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 
lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.
14
 
 
Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan 
dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus 
menerus keadilan dalam hal cinta diantara istri-istri kamu walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. 
Karena itu, berlaku  adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang 
bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, 
maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu 
cenderung kepada isteri yang kamu cintai. Dan jika kamu setiap saat bersinambung 
mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan 
bertakwa, yakni menghinndari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala 
dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang 
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kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha 
penyayang.
15
 
Sejak masa Rasulullah saw , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya 
sebagian besar kaum muslimin memahami dua ayat Akhkam itu sebagai berikut: 
1. Perintah Allah swt, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. 
Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau 
berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas 
pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda. 
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, 
sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut Al-Qurtuki, pendapat yang 
memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash diatas, 
adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami 
gaya bahasa dalam al-Qur`an dan retorika bahasa arab. 
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, 
“kemudian  jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“ (QS al-Nisa: 3) seseorang 
tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak 
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yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad 
tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.  
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu sekali-kali 
tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat 
ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal 
yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. 
Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain 
karena kecintaannya terhadap istrinya. 
5. Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi 
nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan 
pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks al-Qur`an, “yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak 
memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “ahkam al-qur`an”, Imam 
Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat 
yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan 
kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat 
diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia 
tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.16 
Demikian juga ada yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah 
(dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang 
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poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh 
berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak 
bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur 
dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.
17
 
D. Hikmah Dan Manfaat Poligami 
Karena poligami disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang 
mempunyai nama al-Hakim, artinya Zat yang memiliki ketentuan hukum yang 
Mahaadil dan hikmah yang Mahasempurna, maka hukum Allah Subhanahu wa 
Ta‟ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, di 
antaranya:
18
 
1. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika 
istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami 
dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami 
dan istri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus 
menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, 
sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak 
berpoligami. Maka, masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan 
poligami, insya Allah. 
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Fada Abdul Razak Al-Qoshir, Wanita Muslimah Antara Syari`at Islam dan Budaya Barat, 
h. 200.  
18Abdullah Taslim, Hikmah Dan Manfaat Agung Poligami, (1 Februari 2010) 
https://www.muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-Allah.html, (25 desember 2016) 
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2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan 
keterikatan di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab.  
3. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar wanita, 
dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya 
hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini 
merupakan tuntutan syariat. 
4. Di antara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari 
bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, 
sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya, akan 
tetapi dia takut terjerumus dalam perzinaan, dan dia ingin menyalurkan 
kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang dihalalkan (agama Islam), maka 
termasuk agungnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta‟ala terhadap manusia 
adalah dengan dibolehkan-Nya poligami yang sesuai dengan syariat-Nya. 
5. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami 
berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyariatkannya poligami 
tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya. 
6. Terkadang juga seorang suami sering bepergian, sehingga dia butuh untuk 
menjaga kehormatan dirinya ketika dia sedang bepergian. 
7. Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, yang ini 
menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah perempuan 
semakin banyak, padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi 
mereka. Maka, dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik. 
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8. Terkadang seorang lelaki tertarik/ kagum terhadap seorang wanita atau 
sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan 
merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua. 
9. Kadang terjadi masalah besar antara suami-istri, yang menyebabkan 
terjadinya perceraian, kemudian sang suami menikah lagi dan setelah itu dia 
ingin kembali kepada istrinya yang pertama, maka dalam kondisi seperti ini 
poligami merupakan solusi terbaik. 
10. Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda, untuk 
mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir, ini 
hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan. 
11. Termasuk hikmah agung poligami, seorang istri memiliki kesempatan lebih 
besar untuk menuntut ilmu, membaca al-Quran dan mengurus rumahnya 
dengan baik, ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain, dan 
kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri yang suaminya 
tidak berpoligami. 
12. Dan termasuk hikmah agung poligami, semakin kuatnya ikatan cinta dan 
kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya, karena setiap kali tiba waktu 
giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat 
rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan 
suaminya. 
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Tentang hikmah diizinkannya  Nabi Muhammad saw. Beristri lebih dari 
seorang , bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya (yang 
merupakan khusushushiyat bagi Nabi) adalah sebagai berikut:  
1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 
orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin 
mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, 
terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan.  
2. Untuk kepentingan politik, mempersatukan suku-suku bangsa arab dan untuk 
menarik mereka masuk Islam.  
3. Untuk kepentiingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi 
dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya. Mereka 
memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta 
penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.   
Hikmah dilarangnya menikahi wanita lebih dari empat. 
1. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari 
empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan 
fisik, mental maupun tanggung jawab,sehingga nantinya akan repot sendiri, 
bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan.  
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2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret malakukan 
kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-
istrinya.
19
 
E. Syarat dan Alasan Poligami 
Perundang-undangan di Indonesia, meskipun Islam membolehkan 
berpoligami, namun tidak berarti Islam memberikan dispensasi itu secara bebas 
kepada setiap pria. Dalam hal ini ada aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi 
oleh orang yang akan melakukan poligami seperti tersebut dalam kitab-kitab fikih.  
Di Indonesia, ketentuan tentang poligami ini diatur oleh Undang-undang No. 
1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bab 1 pasal 3 sampai dengan pasal 5 dan 
peraturan pemerintah tentang pelaksanaannya termaktub dalam Peraturan pemerintah 
No. 9 tahun 1975, bab VII, pasal 40 sampai dengan pasal 44, yang mana kesemuanya 
itu mengacu pada tujuan menjaga kehormatan wanita agar tidak terjadi adanya 
tindakan di luar ketentuan hukum, dengan jelas bahwa di dalam pasal 3 Undang-
undang Perkawinan tahun 1974 termaktub dengan bunyi:  
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
20
 
 
 Ungkapan ini tidak jauh dari pemahaman al-Qur’an. Artinya, prinsip dasar 
dalam sistem perkawinan Islam itu adalah beristri satu (monogami). 
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Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.  
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Abdul Gani, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: 
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32 
 
Mengenai syarat dan alasan poligami lebih spesifik tercantum pada pasal 3 
sampai dengan pasal 5 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 sebagai berikut : 
Pasal 3 : 
(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehedaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
Pasal 4 : 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebh dari seorang apabila : 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Pasal 5 : 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dala pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut; 
a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mjungkin dimintai 
pesetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau karena 
sebab-sebab lainnya yang perllu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan.
21
 
 
Adapun alasan-alasan poligami yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, harus bersifat alternatif, harus dapat dibuktikan 
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Abdul Gani, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, h. 188. 
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kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami tersebut di persidangan. Apakah 
benar istrinya yang terdahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, 
atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul.
22
  
Persyaratan yang tergantung pada ketentuan-ketentuan pasal tersebut 
dibedakan menjadi dua  macam. Pertama, persyaratan yang terdapat dalam Pasal 4 
tersebut adalah bersifat persyaratan yang bersifat fakulatif. Artinya bahwa jika 
seorang suami mengajukan salah satu dari tiga hal tersebut sebagai alasan 
permohonan poligami, dan alasan tersebut di persidangan terbuki, maka sudah cukup 
bagi Hakim untuk mengabulkan permoohonan poligami tersebut. Kedua, persyaratan 
yang terdapat dalam pasal 5 adalah persyaratan yang bersifat imperatif-kumulatif, 
artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi didalam permohonan 
poligami tersebut. Satu item saja tidak terpenuhi, maka akan menjadi alasan bagi 
Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan poligami tersebut.
23
 
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang 
mengakomudasi dari hukum fiqh Islam yang bisa dipakai oleh umat Islam Indonesia, 
disebutkan pada pasal 55 ayat (2) dan (3): 
Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anaknya dan (3) Apabila syarat utama yang disebut 
pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari 
seorang.
24
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34 
 
 
Dari uraian tersebut, untuk melakukan poligami harus dengan izin Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iah. Poligami tidak bleh lagi dipandang sebagai individual 
affair, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan 
Negara. Jika poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama, 
poligami semacam ini dianggap sebagai perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak 
mengikat.  
F. Pandangan Ulama Terhadap Poligami 
Poligami pada masa Rasulullah saw., dijadikan sebagai cerminan poligami 
dalam Islam. Pada dasarnya alasan Nabi Muhammad berpoligami bersifat mulia, 
yakni untuk menolong janda-janda dan anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” 
dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami.  
Ungkapan "poligami adalah sunah" sering digunakan sebagai pembenaran 
poligami. Namun, berlindung pada pernyataan itu, sebenarnya bentuk lain dari 
pengalihan tanggung jawab atas tuntutan untuk berlaku adil karena pada 
kenyataannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran, berlaku adil sangat sulit 
dilakukan (al-Nisa: 129). Dalil yang biasanya diajukan untuk memperkuat bahwa 
poligami itu sunnah karena sandaran kepada teks ayat al-Quran (QS al-Nisa: 2-3) 
lebih mudah dipatahkan. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami 
sebenarnya tidak mengungkapkan hal itu pada konteks memotivasi, apalagi 
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mengapresiasi poligami. Ayat ini meletakkan poligami pada konteks perlindungan 
terhadap yatim piatu dan janda korban perang. 
Dari kedua ayat itu, beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad 
Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan, ketiganya ulama 
terkemuka Azhar Mesir, lebih memilih memperketat dan melarang poligami. Lebih 
jauh Abduh menyatakan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang 
wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti 
perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Syekh 
Muhammad Abduh mengungkapkan bahwa syariat Muhammad telah 
memperbolehkan seorang lelaki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki 
tersebut telah mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun disaat seorang 
lelaki merasa tidak akan mampu berbuat adil maka ia hanya boleh menikah hanya 
dengan seorang wanita saja.
25
  
Para Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perilaku adil merupakan salah satu 
hak istri dan menjadi kewajiban bagi suami. Mereka pun berpendapat bahwa disaat 
suami tidak bisa berlaku adil, maka pihak istri bisa mengadukannya kepada hakim 
hingga kekuasaan hakim pun diharapkan bisa memberi peringatan padanya dan juga 
menghukumnya atas ketidakadilannya tersebut.
26
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Muhammad Abduh, Tafsir al- Manar, (Bairut: Dār al-Fikr), h. 287.  
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Ajaran Islam menghalalkan poligami apabila mengarah pada keadilan, dan 
melarang keras atau “haram” poligami jika menimbulkan keresahan, sakit hati dan 
penderitaan sang istri yang disebabkan tindak ketidakadilan dari suaminya. Berlaku 
adil terhadap para istri merupakan sebuah kewajiban yang bersifat mengikat dalam 
kesadaran pelakunya.
27
 Aturan poligami yang mengacu pada al-Qur’an surat Al-Nisa’ 
ayat 3 ini, diwahyukan kepada nabi Muhammad saw. setelah perang Uhud yang mana 
akibat perang itu telah menewaskan banyak laki-laki dari kaum muslimin yang 
menelan korban 70 pejuang laki-laki atau jumlah itu 10% dari 700 jumlah laki-laki 
yang ada dan mayoritas mereka sebagai tulang punggung keluarga. 
Menurut kebanyakan mufassir surat al-Nisa’ ayat 3 ini mencerminkan realitas 
kedudukan perempuan dan anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tua dan suami 
mereka ketika itu. Riffat Hasan menjelaskan bahwa ayat itu merupakan asbabunnuzul 
„am (makro) yang berbicara tentang poligami. Namun Wahidi bahwa asbabunnuzul 
khas (mikro) berkaitan dengan seseorang yang menikahi perempuan yatim, tapi ia 
tidak dapat berbuat adil dan tidak dapat mempergauli isteri secara makruf
.28
 
Batas laki-laki mau menikah lagi ada empat istri, menurut jumhur Ulama,  
penafsiran wa dalam kalimat wa tsulatsa wa ruba‟a bermakna “atau” bukan “dan”, 
yaitu dua, tiga dan empat, yang menurut arti aslinya adalah dua-dua, tiga-tiga, empat-
empat, memang menyimpang dari makna asli yang memuat qarinah, yang menjadi 
qarinah untuk meninggalkan makna asal dari huruf wa dari masna, tsulatsa, ruba‟a 
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Abu Isya Muhammad bin Suah, Sunan Turmuzi, (Bairut: Dār al-Fikr), h. 272. 
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Ahmad al-Wahidi, Asbabun Nuzul, (Bairut: Maktabah ats-Tsaqafah, 1989), h. 81. 
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juga dapat dijadikan sebagai bayan jika ayat tersebut dianggap mujmal, sebab adanya 
kebolehan pemaknaan yaitu boleh melebihi empat istri bagi orang yang tidak 
mengakui mafhum „adad..29 
 
Hal ini sesuai apa yang dikatakan Imam Syafi’i bahwa diriwayatkan oleh 
sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat Nabi yang 
masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi 
untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. 
Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang 
ingin melakukan poligami.
30
 Oleh karena itu Imam Syafi’i telah menetapkan 
persyaratan berikut ini bagi seorang suami yang ingin melangsungkan pernikahan 
poligami: 
1. Seorang laki-laki harus mempunyai dana yang cukup untuk membiayai 
berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi. 
2. Seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan baik, adil tiap isteri 
harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan dan juga hak-
hak yang lain
.31
 
 
Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud adil itu adalah jika suami berada 
ditempat istri yang sedang mendapat jatah untuk digilir walaupun si istri menutup 
pintu dan menolaknya dalam arti si suami wajib tidur di depan pintu pada saat itu. 
Kemudian Imam Syafi’i menyebutkan bahwa, suami wajib memulai menggilir 
istrinya dengan mengundi, kecuali jika semua mereka rela suami memlih salah satu 
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dari mereka. Kemudian dalam menetapkan lama waktu menginap menurut Imam 
Syafi’i membolehkan suami dua atau tiga malam setiap istri.32  
Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melakukan poligami hanya 
diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka.
33
  
Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki 
berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti 
pembagian giliran terhadap istri-istri  sehingga tidak diperbolehkan condong pada 
salah satu istri. 
Dilain pihak seperti mazhab Zahiri, dijelaskan bahwa poligami boleh sampai 
Sembilan istri. Argumentasi mereka didasari pada huruf waw yang tetap berpegang 
pada makna asli yaitu fungsinya untuk menambahkan bilangan, matsna, tsulatsa dan 
ruba‟a tidak dapat dimaknai dengan asli, dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Waw 
disitu dimaknai dengan dua tambah tiga tambah empat samadengan Sembilan. Hal ini 
sesuai dengan perilaku Rasulullah Saw. yang mempunyai istri sembilan, qarinah 
yang menunjukkan arti yang dimaksud dari matsna, tsulasa, ruba‟a adalah sunnah 
rasul yang patut diikuti, apabila beristeri kurang dari sembilan bukan mengikuti 
sunnahnya. Khawarij berpendapat boleh berpoligami hingga delapan belas, alasannya 
matsna adalah dua-dua, sebab ia menunjukkan berulang-ulang hingga dua kali, 
tsulatsa adalah tiga-tiga sama dengan enam dan ruba‟a empat-empat sama dengan 
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delapan. Jadi jumlah keseluruhan adalah delapan belas, posisi waw untuk 
menambahkan bilangan.
34
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data di lakukan 
pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 
berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
1
 Terkait dengan penelitian 
yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan pandangan para pihak terhadap 
mekanisme poligami masyarakat Islam lamaholot di desa Horinara kecamatan 
Kelubagolit kabupaten Flores Timur  
Di katakan penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini yang ingin di 
peroleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada 
berbagai variabel.
2
 Serta mencari informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan. 
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Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 65. 
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2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Desa Horinara yang merupakan 
salah satu dari 14 Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Kelubagolit, 
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah pendekatan 
yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui pendekatan dengan melihat 
sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.
3
Pendekatan yuridis ini dimaksudkan 
untuk memperoleh fakta hukum yang mengatur tentang mekanisme poligami 
masyarakat Islam dengan aturan yang bersifat living law atau customary law yang 
juga sering disebut hukum setempat atau hukum adat. Dalam hal ini, hukum adat 
yang peneliti ambil adalah ketentuan adat lamaholot desa Horinara Kecamatan 
Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. 
 
C. Sumber Data 
a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk  laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 
                                                             
3
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 
bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan. 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek penelitian. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 
hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 
3) Bahan Hukum Tertier 
Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berassal dari kamus, 
ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 
 
D. Metode  Pengumpulan Data 
a. Metode Penelitian Kepustakaan 
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 
bersumber dar peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 
publikasi, dan hasil peneliian. 
b. Metode Penelitian Lapangan  
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalalui 
informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara 
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purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/ 
atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian. Guna melakukan pengumpulan data, meniai kualits data, analisis data, 
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.
4
 Agar validitas 
hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.
5
 
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu: 
1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 
pengumpulan data  pada peroses penelitian. 
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 
dipakai dalam mengumpulkan data. 
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 
arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
 
 
 
 
                                                             
4
Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 306. 
5
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34. 
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F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam penelitianini, Penelit imenggunakan metode pengolahan kualitatif 
dengan cara:  
1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari simpulan atas data yang direduksidan 
disajikan. 
Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang 
merupakan teknik pengeolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan analisis teoritik.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pembahasan  
a. Kondisi Desa 
1. Sejarah Desa Horinara 
Pada zaman tempo dulu, Desa/Kampung disebut dengan “Lewo”. Oleh karena 
itu maka Desa Horinara pada waktu itu disebut sebagai Lewo Horowura-Adonara. 
Karena pengaruh perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang bertambah 
dari tahun ke tahun, maka dibangun pemukiman perumahan disekitarnya, yang pada 
akhirnya disebut dengan Riang Serang, yang lazim disebut dengan Lewo Horowura-
Adonara-Riang Serang. Perkembangan selanjutnya, nama “Lewo Horowura-
Adonara-Riang Serang”, tersebut dirubah menjadi Lewo Horowura Adonara Riang 
Baka (Desa Gaya Lama). 
Kemudian pada tahun 1968, nama Desa Horinara Adonara Riang Baka diubah 
menjadi nama Desa Horinara (Desa Gaya Baru). Desa/Lewo Horowura Adonara 
Riang Baka (Horinara) terdapat 5 (lima) dasar Lewo (Desa Horinara), yaitu: 
1) Lein Lau (Bagian Utara) 
2) Weran Rae (Bagian Selatan) 
3) Hikun Teti (Bagian Barat) 
4) Wanan Lali (Bagian Timur)  
5) Uank Tukan Wai Matan (Bagian Tengah) 
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Dari kelima dasar Lewo (Desa Horinara) tersebut diatas, terdapat 7 (tujuh) 
buah suku, yaitu: 
1) Suku Kebelen 
2) Suku Watowai 
3) Suku Belang 
4) Suku Lakonawa 
5) Suku Lamapaha 
6) Suku Bahy 
7) Suku Lewo Keleng 
Simbol-simbol Adat dan Pemerintahan 
1) Simbol Adat dan Pemerintahan : 
1.1.  Begu Nobung 
2) Simbol Adat : 
2.1.Rumah Adat Lewo Horowura 
2.2.Rumah adat Lewo Horowura 
2.3.Rumah Adat Lewo Horowura Hikun Teti 
2.4.Rumah Adat Lewo Horowura Wanan Lali 
2.5.Rumah Adat Lewo Horowura Uak Tukan Wai Matan 
Sesuai simbol Adat dan Pemerintahan tersebut, masih terdapat simbol Adat 
lainnya berupa Oring Bele dan Nuba Nara. 
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2. Demografi 
2.1.Memungkinkan adanya perubahan penduduk yang seimbang  dan 
terkendali  sehingga dapat menekan terjadinya ledakan penduduk dan 
dampak negatif lainnya. 
Data jumlah KK : 348 KK 
Jumlah Penduduk : 1.215 Jiwa 
 Dewasa  : 827 Orang  L : 331  P : 496 
 Anak-anak : 388 orang  L : 206  P : 182 
2.2.Memberikan jaminan adanya penurunan angka pengagguran sekaligus 
membuka lapangan usaha walaupun dalam skala kecil : 
 Jumlah tenaga kerja (Usia 18-56 tahun yang bekerja, Belum bekerja 
atau tidak bekerja sebanyak : 999 Orang L : 404  P : 595 
 Jumlah angkatan kerja : 537  L : 228  P: 309 
2.3.Memungkinkan tercapainya tenaga kerja yang berkualitas yang dapat   
memiliki standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada setiap sektor usaha. 
2.4.Masih adanya Rumah Tangga Miskin. 
3. Geomorfologi 
3.1.Kondisi Geomorfologi dan lingkungan hidup yang dapat menjamin 
kehidupan yang lebih baik karena didukung oleh pemanfaatan lahan dan 
hutan intensif. 
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3.2.Memungkinkan terjadinya adopsi teknologi Pertanian, Perkebunan dan 
Kehutanan kearah usaha jasa dan perdagangan sebagai usaha 
penyanggah. 
3.3. Dapat memberikan ruang bagi Reboisasi/penghijauan dalam rangka 
terwujudnya keseimbangan Ekosistem. 
4. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam 
4.1.Berada dalam suasana Ekonomi dan iklim kehidupan desa Horinara yang 
kondusif oleh infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan 
peluang bagi para investor masuk ke Desa Horinara. 
4.2.Memungkinkan berkembangnya pendapatan perkapita masyarakat 
melalui pengembangan sektor usaha ekonomi lainnya. 
5. Kondisi Sosial Budaya dan Politik 
5.1.Memugkinkan berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat 
pada tingkat/derajat kemampuan dan memenuhi indikator kelulusan, 
sarana dan prasarana, kurikulum, menurunnya angka/Tingkat kematian 
bayi, Ibu melahirkan dan meningkatnya usia harapan hidup. 
5.2.Memberikan iklim dan suasana kehidupan beragama, maupun politik 
yang demokratis serta terhindar dari tekanan apa dan siapapun. 
6. Kondisi Sarana dan Prasarana  
6.1.Belum terlalu memungkinkan terjadinya kredibilitas dan transfer nilai 
untuk masuk dalam desa Horinara dari ruas jalan Negara masuk ke Desa 
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Horinara, karena belum tersedianya infrastruktur jalan yang baik sesuai 
kelayakan teknis maupun kelayakan ekonomis. 
6.2.Belum memungkinkan terjadinya mobilitas arus orang dan barang yang 
memadai, terutama jalan masuk pada kantong produksi. 
b. Kondisi Pemerintahan Desa  
1. Pembagian Wilayah Desa 
Desa Horinara dibagi atas 4 wilayah Dusun, 8 Rukun Warga dan 16 Rukun 
Tetangga. 
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 
2.1.Kepala Desa    : 1 orang 
2.2.Sekertaris Desa    : 1 orang 
2.3.Kepala Urusan Pelaksana Teknis : 4 orang  
2.4.Kepala Dusun    : 4 orang 
3. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa 
Kepala Desa      : Drs. Kadir Kopong Notan 
Sekretaris     : Donatus Nama Songan 
Kepala Urusan Pelaksana Teknis Bidang  
Pemerintahan     : Simon Kopon Kidung 
Kepala Urusan PelaksanaTeknis Bidang  
Pemberdayaan Dan Pembangunan  : Adnan Shaleh 
Kepala Urusan Pelaksana Teknis Bidang 
Kesejahteraan Masyarakat   : Muhiddin Hali Samon 
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Kepala Urusan Pelaksana Teknis Bidang 
Keuangan     : Fransisca Piraon Aran 
Kepala Dusun I     : Rupus Rera Beka 
Kepala Dusun II    : Nurdin Pati Kelen 
Kepala Dusun III    : Ibrahim Bala Hawan 
Kepala Dusun IV    : Jabir Doni Uhe 
RW 001     : Kamlius K. Boli 
RW 002      : Kadir Ishak 
RW 003     : Lukas M. Tupen 
RW 004     : Nasrun Sulaiman 
RW 00      : Thamrin Mustani 
RW 006     : Gabriel Kelake 
RW 007     : Darman Mas’ud 
RW 008     : Amiruddin Pati 
RT 001     : Natsir Nama Songang 
RT 00      : - 
RT 003      : Tersisius Pati Semai 
RT 004      : Iskandar Liad 
RT 005     : Hamri Hamzah 
RT 006     : Ramadhan Basir 
RT 007     : Rugina Wahid 
RT 008     : Kasmi Agang 
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RT 009      : Bahrun Boli Niku 
RT 010     : Mikhail Tupeng Masan 
RT 011     : Blasius Suban Payon 
RT 012     : Fransiskus Libak Ama 
RT 013     : Ahmad Eba 
RT 014     : Faisal Gapur 
RT 015     : Dominikus Dahe Laot 
RT 016     : Thomas Kopong Loli 
4. Potensi Sumber Daya Alam 
4.1.Batas Wilayah 
Sebelah Utara          : Desa Mangaaleng Kelurahan Lamapaha Kecamatan    
Kelubagolit 
Sebelah Selatan       : Desa Kwaelaga Kecamatan Adonara Timur 
Sebelah Timur         : Desa Nisakarang Kelurahan Lamapaha Kecamatan 
Kelubagolit 
Sebelah Barat           : Desa Tikatukan kelurahan Puhu Kecamatan Adonara  
Timur 
5. Luas Wilayah Menurut Pengguna 
Luas Pemukima                  : 16,83 ha 
Luas Persawahan                  : - 
Luas Perkebunan                  : 215,28 ha 
Luas Kuburan                   : 0,12 ha 
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Luas Pekarangan                   : 11,4 ha 
Lua Taman                    : - 
Luas Perkantoran       : 0,1 ha 
Luas Prasarana Umum Lainnya   : 1,5 ha 
Total Luas             : 245,53 ha 
B. Hasil Penelitian   
1. Mekanisme Poligami pada Masyarakat Islam Lamaholot 
a. Perkawinan Adat Lamaholot 
Masyarakat Flores Timur lebih dikenal dengan sebutan masyarakat 
Lamaholot. Suku Lamaholot yang bertempat di Flores Timur daratan, Pulau Adonara, 
Pulau Solor, Pulau Lembata, dan sebagian Pulau Alor Pantar. Masyarakat Lamaholot 
ini, dalam kehidupannya memiliki kebiasaan-kebiasaan unik terutama yang berkaitan 
dengan adat perkawinan, dimana kehidupan seorang wanita dalam adat istiadat 
memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai seorang wanita dapat diketahui dari besarnya 
mas kawin/belis yang dikonkretkan dalam jumlah dan ukuran gading gajah yang 
sangat sulit untuk didapatkan.  
Pernikahan perempuan asal Adonara selalu ditandai dengan pembicaraan mas 
kawin gading gajah. Gading sudah menjadi mas kawin yang khas dalam adat 
perkawinan budaya Lamaholot. Menurut adat orang Lamaholot, belis dengan 
meggunakan gading nilainya tidak tergantikan dengan belis apapun. Belis gading 
yang diberikan pihak laki-laki menjadi suatu bentuk penghargaan yang luar biasa 
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kepada pihak perempuan sebagai opu lake, dan menurut masyarakat Lamaholot 
welling bala (gading gajah) sudah menjadi marwahnya perempuan-perempuan 
Lamaholot dan tidak bisa dipisahkan dari mereka. Gading gajah tidak hanya mengikat 
hubungan perkawinan antara suami istri, atau antara keluarga laki-laki, tetapi seluruh 
kumpulan masyarakat Lamaholot di suatu wilayah. Perkawinan itu memiliki nilai 
sakral yang meluas, suci, dan bermartabat yang lebih sosialis. Gading gajah 
merupakan simbol penghargaan tertinggi terhadap seorang gadis yang hendak 
dinikahi. Penghargaan atas kepercayaan, kejujuran, ketulusan, keramahan yang 
dimiliki oleh perempuan. Meskipun sebagai bentuk penghargaan, gading gajah yang 
diberikan kepada pihak perempuan beserta keluarganya tetap memiliki syarat dan 
ketentuan sendiri mengenai jumlah dan ukuran setiap gading gajah yang akan 
diberikan. Karena, setiap keluarga dari pihak perempuan memiliki latar belakang 
keluarga dan status sosial yang berbeda. Dan yang menjadi patokan tersebut adalah 
jenis bala yang pernah diberikan kepada bayu lake (garis keturunan perempuan 
keatas dari mempelai wanita) tersebut dalam hal ini, disamakan dengan jenis bala 
baik dari jumlah maupun ukuran yang pernah dan telah diberikan kepada mama 
maupun neneknya. Kesediaan menyerahkan mas kawin gading gajah kepada keluarga 
mempelai wanita pertanda membangun suasana harmonis bagi kehidupan sosial 
budaya setempat.
1
 
                                                             
1
Ahmad Mustafa, Guru dan Penceramah, Wawancara, Horinara, 23 Februari 2016.  
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Gading gajah dalam bahasa Lamaholot adalah bala. Dimasyarakat Adonara 
lebih dikenal lebih kurang lima jenis gading. Namun, jika sang pria menikahi seorang 
perempuan yang berhubungan darah dengannya, maka dia akan dikenai denda yakni 
memberi tambahan dua jenis gading sehingga totalnya menjadi tujuh jenis gading. 
Kelima jenis gading itu adalah: pertama, bala belee (gading besar dan panjang) 
dengan panjang satu depa (rentangan tangan) orang dewasa, kedua bala kelikene 
(setengah depa sampai pergelangan tangan), ketiga bala kewayane (setengah siku 
sampai siku),keempat, bala ina umene (setengah depa sampai batas bahu), kelima 
bala opu lake (setengah depa, persis bela dada tangan). Sedangkan dua jenis gading 
tambahan yang biasa dijadikan denda, ukurannya ditentukan sesuai dengan 
kesepakatan. Patokan dari bala tersebut baik dari jumlah maupun ukurannya adalah 
disesuaikan dengan jenis bala yang pernah diberikan kepada bayu lake (garis 
keturunan perempuan keatas dari mempelai wanita) tersebut dalam hal ini, disamakan 
dengan jenis bala baik dari jumlah maupun ukuran yang pernah dan telah diberikan 
kepada mama maupun neneknya.
2
 
 
b. Poligami Menurut Adat Lamaholot 
Poligami juga dikenal oleh masyarakat Lamaholot, tidak terkecuali bagi 
masyarakat Lamaholot yang beragama Islam. Penyebaran masyarakat Lamaholot 
yang beragama Islam terdapat pada pesisir pantai Solor Timur, Pesisir Pantai 
Adonara Dan Sebagian Daerah Pegunungannya, Pesisir Pantai Lembata dan sebagian 
                                                             
2
Ahmad Mustafa, Guru dan Penceramah, Wawancara, Horinara, 23 Februari 2016. 
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Daerah Alor Pantar. Masyarakat Islam Lamaholot adalah suku di Nusa Tenggara 
Timur yang memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada awal masuknya 
Islam pertama di Nusa Tenggara Timur adalah para pedagang dan ulama yang telah 
dimulai pada abad ke 15 di Pulau Solor, kabupaten Flores Timur.  
Penyebaran agama Islam ini pertama dilakukan oleh seorang ulama pedagang 
dari Palembang yang bernama Syahbudin bin Salman al-Faris yang kemudian dikenal 
dengan nama Sultan Menanga. Kesultanan Menanga merupakan kerajaan Islam 
Pertama di Nusa Tenggara Timur.
3
   
Mengenai adat istiadat Lamaholot terkhusus untuk poligami, ketentuan 
tentang laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami pada masyarakat 
Lamaholot dikenal dengan istilah bedu’eng (poligami). Terdapat penambahan 
budaya/ tradisi Lamaholot dari setiap ketentuannya. Penambahan ketentuan-ketentuan 
tersebut adalah pada ketentuan adat seperti, bala (gading gajah yang harus diserahkan 
kepada keluarga perempuan yang ingin dinikahi) kemudian pada cara meminta atau 
peminangannya dan hal-hal yang berkaitan dengan adat Lamaholot itu sendiri, dan 
banyak lagi ketentuan-ketentuan adat yang diatur berkaitan dengan perkawinan 
poligami (bedu’eng) ini yang mempunyai maksud, makna dan tujuan tertentu sesuai 
dengan yang telah disepakati dan dilestarikan oleh para leluhur mereka. 
                                                             
3
Munandjar Widyatmika, Sejarah Islam di NTT, (Kupang : Depdikbud, 1981), h. 9.  
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Pada masyarakat Islam Lamaholot, seorang laki-laki diperbolehkan 
berpoligami dengan izin istri. Akan tetapi, apabila pada saat perkawinan dengan istri 
yang memberi izin (istri pertama) belis belum dibayarkan, maka sang suami juga 
harus meminta izin kepada pihak opu lake (saudara laki-laki istri). Selain izin, adat 
Lamaholot juga mengharuskan pihak laki-laki untuk memenuhi beberapa ketentuan 
seperti membayar bala (gading) seperti pada pernikahan biasa 
Selain ketentuan tersebut, terdapat juga ketentuan bahwa sang istri bisa 
membiarkan/membolehkan suaminya menikah lagi apabila memenuhi ketentuan-
ketentuan berikut : 
1. Apabila sang istri belum bisa memberikan keturunan. Atau, jika istri 
hanya bisa memberikan keturunan perempuan dan tidak memiliki 
keturunan laki-laki. (karena anak laki-laki memiliki peranan penting untuk 
urusan social, terutama adat keluarganya teerutama jika ayahnya udah 
tidak ada) 
2. Apabila sang istri sakit dan tidak bisa melayani suami.  
3. Apabila sang suami menghamili wanita lain.4 
Sebagian besar masyarakat Lamaholot di kecamatan Kelubagolit melakukan 
poligami  karena kelalaian atau dipaksakan dalam artian, seorang perempuan telah 
lebih dulu hamil. Jadi, jika dibawa kepada ketentuan adat Lamaholot, sudah menjadi 
keharusan bagi pihak laki-laki untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dia 
                                                             
4
Bukhari Syarif, Pegawai Kecamatan Kelubagolit, Wawancara, Horinara 22 Februari 2016.   
57 
 
perbuat.
5
 Karena bagi masyarakat Lamaholot, urusan agama maupun urusan hukum 
Perundang-undangan merupakan urusan yang tidak boleh mendahului atau 
mengesampingkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku.
6
 Bagi sang istri yang 
memahami ketentuan adat, mau tidak mau harus merelakan suaminya untuk menikah 
lagi dengan perempuan lain atau bersedia dimadu. Karena, sudah menjadi ketentuan 
adat dan menghindari resiko untuk tidak diceraikan, terputusnya hubungan terhadap 
keluarga dari sang suami, terputusnya hubungan anak laki-laki yang akan 
melanjutkan estafet kepemipinan keluarga dalam urusan sosial dan adat kepada 
keluarga bapaknya dan pertimbangan terhadap resiko-resiko lainnya. 
Aspek penting dalam perkawinan poligami masyarakat Lamaholot terletak 
pada belis/bala (gading gajah) sebagai pemberian mempelai laki-laki kepada 
mempelai perempuan beserta keluarganya. Meskipun berbeda agama maupun 
masalah perizinan di Pengadilan Agama tidak terpenuhi, tetapi dari mempelai laki-
laki bersedia memberikan bala kepada mempelai wanita, maka menurut keluarga 
kedua mempelai bahwa pertanggungjawaban telah bersedia dipenuhi oleh mempelai 
laki-laki tersebut. Meskipun berbeda agama maupun masalah perizinan di Pengadilan 
Agama tidak terpenuhi, perkawinan tetap dilangsungkan dan sah menurut mereka 
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Bukhari Syarif, Pegawai Kecamatan Kelubagolit, Wawancara, Horinara 22 Februari 2016.   
6
Ahmad Daramnto, Kepala KUA Kecamatan Kelubagolit, Wawancara, Horinara 23 Februari   
2016.  
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karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dan menjadi 
kepercayaan mereka secara turun temurun.
7
  
Aspek penting dalam kesepakatan perkawinan poligami antara keluarga kedua 
belah pihak terdapat pada ketentuan adat Lamaholot yang dikenal dengan sebutan 
koda gahing/koda kiring (bicara adat). Tradisi koda gahing/koda kiring ini, para 
keluarga dari kedua mempelai dan juga pemuka-pemuka adat dipertemukan dalam 
satu forum dan membahas tentang ketentuan adat yang harus dipenuhi oleh kedua 
belah pihak. Dalam forum ini, para pemuka adat memberikan penekanan kepada 
pihak laki-laki untuk dapat bertanggung jawab dan berlaku seadil mungkin terhadap 
istri-istrinya. Dan pembahasan yang sangat menjadi perhatian oleh pihak-pihak yang 
berada pada forum tersebut adalah tentang ketentuan bala yang harus diberikan oleh 
pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, baik mengenai jumlah maupun ukuran dari 
bala tersebut. Dan yang menjadi patokan dari bala tersebut baik dari jumlah maupun 
ukurannya adalah disesuaikan dengan jenis bala yang pernah diberikan kepada bayu 
lake (garis keturunan perempuan keatas dari mempelai wanita) tersebut dalam hal ini, 
disamakan dengan jenis bala baik dari jumlah maupun ukuran yang pernah dan telah 
diberikan kepada mama maupun neneknya. Kesepakaan lain yang juga dibahas pada 
tradisi koda gahing/koda kiring ini mengenai syariat Islam dan ketentuan adat, 
diantara keduanya mana yang disanggupi oleh kedua pasangan beserta keluarga 
tersebut untuk menyelesaikan dan menyelenggarakannya terlebih dahulu. Dalam 
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artian, para pihak dinikahkan secara syar’i terlebih dahulu kemudian tentang 
pemberian bala nya nanti menyusul dikemudian hari, atau sebaliknya. Semua 
ketentuan yang dibebankan kepada kedua mempelai beserta para keluarganya 
bergantung kepada kesepakatan pada pembahasan koda gahing/koda kiring tersebut.
8
  
Masyarakat lamaholot, dalam praktek poligaminya, sebagian dari keluarga-
keluarga yang berpoligami, ada yang tinggal dalam satu rumah dan hidup rukun 
dengan istri-istrinya. Namun, keluarga yang seperti ini, biasanya sang suami memiliki 
kemampuan yang lebih dari kebanyakan orang lainnya. Dalam hal ini, sang suami 
memiliki ilmu gaib yang tidak kebanyakan orang lain miliki, sehingga dengan 
kemampuannya tersebut para istrinya bisa hidup rukun. Bagi keluarga yang 
berpoligami, istri pertamalah yang lebih didahulukan dalam struktur sosial 
kemasyarakatan dan memiliki kewenangan yang lebih dalam urusan adat 
dibandingkan istri-istri lainnya. 
Aturan adat Lamaholot sangat menekankan asas persaudaraan. Apa yang 
dimiliki oleh saudara adalah milik bersama. Jika saudara laki-laki menikah dengan 
perempuan lain dan belum membayarkan atau memberikan bala/belis pada saat itu, 
maka akan dibayarkan pada kemudian hari sesuai kesepakatan pada koda 
gahing/koda kiring sebelumnya. Jika saudara perempuan menikah dengan laki-laki 
lain yang bala/belisnya telah dibayarkan langsung pada saat pernikahan, maka 
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bala/belis itu bisa digunakan oleh saudara laki-lakinya untuk membayar belis/bala 
yang belum dibayar atau diberikan kepada pihak perempuan dan keluarga perempuan 
tersebut.  
Dalam adat lamaholot, terkhusus aturan tentang poligami, ada bagian dari 
aturan poligami yang dikenal oleh masyarakat Lamaholot dengan Istilah naik ranjang 
dan turun ranjang. Ketentuan ini diperuntukan kepada saudara laki-laki dari sang 
suami. Jika sang suami meninggal, maka si istri boleh dinikahi oleh adik laki-laki dari 
sang suami meskipun saudara laki-laki tersebut telah memiliki istri. Kejadian yang 
seperti ini, adik laki-laki tersebut dikatakan sedang naik ranjang. Begitupun 
sebaliknya, jika sang suami meninggal, kakak laki-laki dari sang suami boleh 
menikahi si istri tersebut meskipun dia telah memiliki istri. Dan kejadian yang seperti 
kakak laki-laki tersebut dikatakan sedang turun ranjang. Jadi menurut pemahaman 
dari adat ini, karena wanita (istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya) tersebut 
memiliki bala (gading gajah) dan sudah dibeli dan diberikan oleh keluarga dari pihak 
laki-laki, maka istri terikat kepada keluarga dari laki-laki tersebut yang berkewajiban 
menjaganya. Jika si istri bukang wekking (menikah dengan laki-laki lain) diluar dari 
keluarga suami yang telah meninggal tersebut, maka sang istri beserta anak-anaknya 
secara langsung dianggap bukan dan terlepas hubungan atau ikatan keluarga dengan 
pihak keluarga dan marga sang suami yang telah meninggal tersebut. Semua masalah 
maupun urusan adat dari si istri dan anak-anaknya sudah dianggap terlepas atau 
bukan tanggung jawab bagi keluarga suami yang telah meninggal tersebut dan 
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keluarga dari suami terdahulu berhak untuk meminta kembali bala (gading gajah) 
yang telah diberikan kepada suami baru atau kepada keluarga dari istri tersebut. Jadi, 
menurut adat Lamaholot, suami dan istri terikat secara agama, terlebih lagi secara 
adat.
9
 
Serangkaian ketentuan adat lamaholot mengenai poligami tersebut, hal 
posititif dari pemberian weling bala (gading gajah) sebagai mas kawin yang khas bagi 
masyarakat Lamaholot ini kepada pihak perempuan dan keluarga perempuan adalah, 
sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan, sebagai pengikat hubungan kekeluargaan yang erat antara kedua belah 
pihak, dan sebagai media pengikat kesetiaan hubungan antara pasangan suami dan 
istri. 
c. Analisis Yuridis terhadap Kasus yang Berkaitan dengan Poligami 
Masyarakat Adat Lamaholot di Pengadilan Agama Larantuka 
 Dalam perkara Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Lrt., pihak pengadilan telah 
menjatuhkan putusan izin poligami dan penetapan harta bersama yang diajukan oleh : 
XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan Nelayan, 
bertempat tinggal di RT. XXX./RW. XXX, Desa XXX, 
Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut 
sebagai “PEMOHON” ;----- 
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m e l a w a n 
XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan ibu rumah 
tangga, bertempat tinggal di  RT. XXX/RW. XXX, Desa XXX, 
Kecamatan XXX. Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut 
sebagai “TERMOHON” ;--- 
Tentang duduk perkaranya, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 
XXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah 
Register Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA. Lrt, pada tanggal XXX, mengajukan 
permohonan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 
tanggal XXX dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan XXX, 
Kabupaten Flores Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX  tanggal  
XXX ; 
2. Bahwa Pemohon  dan Termohon sejak menikah telah hidup rukun sebagai suami 
istri dan belum  dikaruniai   anak ; 
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan 
bernama XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMP,  pekerjaan  
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. XXX/RW. XXX, Dusun XXX, 
XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai “calon 
istri kedua Pemohon” ;  
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4. Bahwa  Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun belum 
dikaruniai anak, sehingga Pemohon ingin mencari keturunan ; 
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon; 
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon 
menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, sesuai dengan surat 
pernyataan bersedia dimadu ; 
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta 
bersama berupa ; 
7.1. Sebuah Perahu (bodi) Lampara dengan panjang 22 meter dan lebar 3,20 
meter dengan muatan kurang lebih 10  (Sepuluh) Ton lengkap mesin 
dengan penghasilan tetap setiap hari Rp. 2,500,000.- (Dua juta lima ratus 
ribu rupiah) ; 
7.2. Sebuah motor Ojek Honda Supra X 125 CC, dengan penghasil perhari 
Rp. 25.000.-(Dua puluh lima ribu rupiah) ; 
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan  Termohon 
sebagaimana tersebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan 
sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ; 
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9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat 
harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta  
bersama antara Pemohon dengan Termohon ; 
10. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ; 
11. Bahwa antara Pemohon dengan  calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan 
melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yakni : 
11.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan 
sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ; 
11.2. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak ada ikatan  
dengan laki-laki lain ; 
Dengan semua pertimbangan yang telah disebutkan, maka majelis Hakim 
yang menangani perkara dengan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Lrt. memutuskan untuk 
mengadili perkara terebut sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
1.  Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) 
dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXXX ; 
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3. Menetapkan, bahwa harta perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa :  
3.1.  Sebuah Perahu (bodi) Lampara dengan panjang 22 meter dan lebar 3,20 
meter dengan muatan kurang lebih 10  (Sepuluh) Ton lengkap mesin dengan 
penghasilan tetap setiap hari Rp. 2,500,000.- (Dua juta lima ratus ribu 
rupuah) ; 
3.2.  Sebuah motor Ojek Honda Supra X 125 CC, dengan penghasilan perhari 
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah harta bersama Pemohon 
dan Termohon ; 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah). 
Dalam putusan ini, para hakim telah menimbang secara baik aspek-aspek 
ketentuan hukumnya. Diantaranya, kesesuaian perkara tersebut dengan  ketentuan 
pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 beserta penjelasaannya dan pasal 73 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama  
dengan Undang No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan 
Pengadilan Agama. Pihak pengadilan juga telah mengupayakan untuk memediasi 
para pihak sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal). 
Kendatipun perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis 
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Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan terhadap kedua belah pihak 
dengan menasihati agar Pemohon bersedia mencukupkan dengan seorang isteri saja, 
dan usaha tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Udang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun juga 
tidak berhasil (gagal). Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 
tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan, Edisi Revisi 2014 dinyatakan, bahwa pada saat permohonan izin 
poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta 
bersama dengan Termohon dan dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta 
bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, Termohon dapat 
mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Jika hal tersebut tidak dilakukan, 
maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima 
(Niet Ontvankelijkeverklaaard). Hakim pun telah menimbang alasan pokok 
permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan 
bernama XXXXXX tersebut adalah, karena sejak bulan Juli 2006 hingga sekarang 
Termohon belum dapat memberikan keturunan. Dan selama ini Pemohon sebagai 
suami sudah berupaya agar Termohon bisa memberikan keturunan baik melalui 
pengobatan medis maupun alternatif sebagaimana bukti (P-5), namun hingga 
sekarang Termohon belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan keturunan, sementara 
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disisi yang lain, Pemohon secara ekonomis memiliki kemampuan untuk membiayai 
kehidupan keluarga dengan 2 orang isteri dan anak-anak. bahwa terhadap dalil 
permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan 
membenarkannya dan ia tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) hakim 
juga telah menimbang bahwa berdasarkan atas jawaban Termohon tersebut, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 172 HIR dalil permohonan 
Pemohon harus dinyatakan terbukti, karena pengakuan sesuai ketentuan pasal 
tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat. Namun, kendatipun dalil-dalil 
permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinyatakan terbukti 
kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang sengketa 
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus 
dibebani pembuktian, dan didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 
di persidangan telah mengajukan bukti surat- surat, yaitu bukti (P-1) s/d (P-12), juga 
telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan kedunya telah didengar keterangannya 
dibawah sumpah, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX.  
Berdasarkan atas sagala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka 
permohonan izin poligami Pemohon tersebut patut dinilai telah miliki cukup alasan 
dan secara normatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut patut 
dikabulkan.  
   Dari contoh putusan tersebut dapat kita saksikan bahwa, para hakim telah 
mengadili perkara tersebut dengan berpedoman pada Undang-undang yang berlaku 
yang mengatur sesuai dengan perkara tersebut berikut dengan buku pedoman 
kehakiman yang menjadi pegangan para hakim. 
Meskipun masyarakat Islam lamaholot hidup dengan ketentuan-ketentuan adat 
yang berlaku tidak terkecuali dengan adat tentang perkawinan poligami, namun jika 
mereka ingin mengajukan perkara ke pengadilan yang segala mekanismenya telah 
diatur dengan Undang-Undang, maka para pihak harus bersedia untuk diadili sesuai 
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus siap untuk 
menanggalkan atau mengesampingkan adat yang berlaku pada daerah mereka. 
Karena para hakimt terikat dengan Undang-undang dan menyelenggarakan proses 
peradilan juga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
10
 
2. Pandangan Masyarakat tentang Perkawinan Poligami pada Masyarakat 
Islam Lamaholot 
Tiap masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang perkawinan 
poligami masyarakat lamaholot. Hal ini disebabkan, adanya faktor pengetahuan yang 
minim dan latar belakang masyarakat yang beragam dan kebiasaan sehari-hari 
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mereka dalam menerapkan suatu aturan. Ada masyarakat yang sangat mematuhi 
aturan adat lamaholot yang berlaku, ada masyarakat yang sangat berpatokan pada 
aturan hukum yang ada, dan ada pula masyarakat yang lebih memandang segala 
aspek melalui kacamata agama atau Hukum Islam.  
Sebagian masyarakat Lamaholot  di Kecamatan Kelubagolit terkhusus di desa 
Horinara memandang bahwa perkawinan poligami berdasarkan adat Lamaholot 
merupakan hal yang umum bagi mereka, karena masyarakat sudah sangat akrab 
dengan ketentuan-ketentuan adat Lamaholot yang berlaku. Kehidupan sosial mereka 
tidak bisa dilepaskan dari ketentuan-ketentuan adat. Menurut bapak Bukhari Syarif 
S.E, salah seorang staf pegawai kecamatan Kelubagolit menyatakan bahwa, 
kebanyakan masyarakat Islam Lamaholot di kecamatan Kelubagolit ini berpoligami 
dengan hanya memandang dan mematuhi ketentuan adat saja dibandingkan dengan 
ketentuan agama. Karena menurut pemahaman masyarakat Lamaholot, ketentuan-
ketentuan yang berlaku pada adat lamaholot sudah mewakili ketentuan-ketentuan 
pada hukum di Indonesia bahkan Agama.11 
Poligami pada masyarakat Lamaholot tidak terkecuali untuk masyarakat yang 
beragama Islam, berjalan dengan rukun dan damai saja. Pihak laki-laki bisa 
bertanggung jawab dan tidak melantarkan istri-istrinya. Meskipun persyaratan-
persyaratan yang diajukan pada ketentuan adat tidak mudah, tetapi dengan sukarela 
dan penuh tanggung jawab  masyarakat lamaholot mentaati dan menjalankan itu 
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semua. Pernyataan ini diutarakan oleh bapak Drs. Kadir Kopong Notan selaku Kepala 
Desa Horinara. Menurut beliau, masyarakat Lamaholot sangat akrab dan paham serta 
mentaati dengan baik ketentuan-ketentuan yang berlaku pada adat Lamaholot. 
Karena, menurut pemahaman sebagian masyarakat Lamaholot, adat telah mengatur 
semuanya secara keseluruhan baik yang berkenaan dengan agama Islam maupun 
Katolik, menekankan aspek-aspek keadilan, serta adat juga ikut turun tangan untuk 
mengatur dan menjamin aspek adil terhadap setiap pelakunya.
12
 
Berbeda dengan masyarakat yang paham betul tentang agama, menurut ustad 
Ahmad Mustafa, meskipun dalam ketentuan adat juga menekankan aspek keadilan 
dan tanggung jawaban, masih sebagian ketentuan-ketentuan poligami menurut adat 
Lamaholot masih bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Keharusan 
membayar belis kepada pihak perempuan yang harganya tidak murah. Padahal pada 
zaman  Rasulullah saw, Rasulullah tidak mempersulit pernikahan seseorang dengan 
ketentuan-ketentuan yang bisa mengeluarkan banyak biaya sehingga menghambat 
mereka dalam menyelenggarakan perkawinan. Ketentuan-ketentuan lain seperti naik 
ranjang-turun ranjang yang membolehkan seorang saudara laki-laki menikahi istri 
dari saudaranya ketika saudaranya tersebut telah meninggal dunia. Dibolehkannya 
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perkawinan beda agama, kawin lari yang penting kedua belah pihak telah sepakat 
untuk membayar weling bala (gading gajah) dan disepakati oleh para pemuka adat.
13
 
Pemahaman masyarakat tentang hukum masih sangat minim. Masyarakat 
Lamaholot lebih condong dan mendahulukan hukum adat dibandingkan hukum 
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga mereka kurang terikat 
dengan hukum positif yang berlaku di Negara ini. Lebih lanjut Bapak Ahmad 
Daramanto S.Sos.I selaku kepala KUA Kecamatan Kelubagolit memaparkan bahwa, 
hal ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang aturan hukum 
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dan 
masyarakat yang juga kurang bergaul dengan para aparat hukum di daerah mereka. 
Selain itu, dari pada harus mengeluarkan biaya lebih dan mengorbankan waktu dan 
tenaga yang lebih untuk menuju ke Kantor Pengadilan Agama yang berada di 
Kabupaten, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan semuanya sesuai dengan 
ketentuan adat saja.
14
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3. Akibat Hukum yang Timbul sebagai Konsekuensi Perkawinan Poligami 
yang Tidak Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan  
a. Pengertian Perkawinan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan 
Pengertian perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang 
memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam  tetapi tidak dicatatkan. 
Perkawinan semacam ini dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah perkawinan 
sirri.  
Praktek perkawinan sirri yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat 
Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam di Negara-negara Arab yang 
dilakukan pada masa setelah nabi Muhammad saw. Dan sahabat-sahabatnya. Hanya 
saja, terdapat perbedaan-perbedaan dan bahkan menyimpang apa yang dilakukan 
pada masa pensyiaran agama Islam di Negara Arab waktu itu dan Indonesia kini. 
Perkawinan poligami masyarakat Islam Lamoholot sebagian besar tidak 
dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi mereka, 
ketentuan adat harus didahulukan. Jika ketentuan adat telah terlaksana, ketentuan-
ketentuan lain baik agama maupun Negara akan dikembalikan ke masing-masing 
pihak untuk melaksanakannya. Kurangnya pengetahuan tentang hukum menjadi 
kendala bagi masyarakat Lamaholot untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Negara 
yang tercantum Dalam aturan hukum. Tidak terkecuali mengenai prosedur pencatatan 
pernikahan yang sebenarnya telah diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia 
untuk melakukannya.    
73 
 
Kedua istilah ini (kawin sirri dan kawin bawah tangan) biasa dipahami 
sebagai suatu perkwinan berdasarkan dan melalui tata cara agama dan kepercayaan 
serta adat istiadatnya tanpa dilakukan dihadapan dan dicatat oleh pegawai pencatat 
nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi 
Hukum Islam (KHI).  
Adapun nikah sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan) yang dikenal oleh 
masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau 
wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas 
pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor Catatan 
Sipil bagi yang tidak beragama Islam.  
Perkawinan sirri yang dimaksud oleh peneliti dalam aspek ini adalah  
perkawinan yang tidak dicatatkan, Karena perkawinan tersebut memenuhi ketentuan 
pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu.
15
 Tetapi tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-
undang nomor  tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak dicatatkan. 
Sedangkan yang peneliti maksud dengan poligami yang tidak bersesuaian 
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan adalah juga termaksud dalam 
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perkawinan sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan), akan tetapi perkawinan 
poligami lebih  mendapat perluasan makna. Perkawinan poligami yang dilakukan 
secara sirri yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan poligami 
yang dalam acara pernikahannya memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun dan 
syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai 
perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki 
dan disaksikan oleh dua orang saksi akan tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan 
Agama. 
Pernikahan yang demikian jelas bertentangan dengan aturan perundang-
undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Orang yang berperilaku 
khusus yang beragama Islam harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama 
sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :  
Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 
pengadilan agama.
16
   
 
Untuk mendapatkan izin dari pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini, lebih lanjut 
diatur dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai 
berikut :  
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Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut : 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka.
17
 
 
Perkawinan poligami yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut dapat 
dikatakan sebagai perkawinan poligami yang tidak bersesuaian dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan secara sirri atau tidak dicatatkan 
pada pegawai pencatat nikah.  
b. Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Tidak Sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan 
Pada dasarnya, istilah nikah sirri tidak dikenal dalam hukum Negara. Hukum 
perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan 
perkawinan yang tidak dicatatkan.
18
 Kawin sirri adalah realita yang dipopulerkan 
masyarakat Indonesia untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan 
pihak berwenang (KUA). Meski dalam perkembangannya sering terjadi 
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penyimpangan dalam proses perkawinannya (ada yang sesuai dengan ketentuan 
agama dan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan agama).  
Dalam prosesnya, nilai dan tradisi hukum lain juga secara informal terdapat di 
dalam masyarakat, harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan prinsip hukum 
Negara. Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan cara yang asing bagi hukum 
Islam karena ketentuan perkawinan dalam Islam, tidak membahas pencatatan 
perjanjian di atas kertas. Karena itu, aturan Negara untuk mencatat perkawinan sangat 
sulit diterapkan terutama bagi muslim yang percaya bahwa perkawinan merupakan 
bagian dari praktek agama mereka.  
Pemberlakuan aturan pencatatan perkawinan dalam aturan substantif hukum 
perkawinan Islam di Indonesia adalah bukan semata-mata tuntutan hukum atau 
tindakan administratif, tetapi lebih pada pengaturan agar jangan sampai ada 
kekacauan.
19
  
Fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang 
berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum disamping sebagai 
salah satu alat bukti perkawinan.
20
 
Begitu pula dengan perkawinan poligami, selain harus memenuhi ketentuan 
agama Islam, poligami juga harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
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berlaku di Indonesia. Perkawinan dalam Islam ini juga sangat sakral. Islam juga 
berkeinginan untuk melindungi hak-hak asasi dari masing-masing pihak baik suami 
maupun istri dan keluarga besar dari masing-masing pihak. Sehingga, ijab qabul 
merupakan implementasi penyerahan sepenuhnya para wali, dalam hal ini bapak 
kandungnya atau yang mewakilinya sebagai wali bahwa dia telah mengurus dari kecil 
dan setelah besar ingin diserahkan secara sepenuhnya kepada calon suaminya. Ijab 
qabul itu tidak main-main, maka hendaklah akad tersebut dilakukan secara langsung 
dan terdapat saksi-saksi. Yang di pahami dari dua saksi tersebut, bahwa Islam 
menghendaki akad nikah ini disosialisasikan bukan hanya melalui dua saksi itu saja 
yang tahu. Makna dua saksi dalam pernikahan yang adil/tidak fasik, diharapkan untuk 
memberitakan kepada pihak lain dan sebagai instrunmen legalitas bahwa saksi-saksi 
tersebut benar-benar menyaksikan yang bersangkutan sebagai suami. Dari uraian ini, 
peneliti ingin mencoba mengantarkan keterbatasan pemahaman peneliti mengenai 
pentingnya pencatatan perkawinan. Dan pencatatan perkawinan tersebut merupakan 
wujud lain dari hukum Islam. Bahwa, pencatatan perkawinan juga  menjadi bukti 
legalitasnya suatu perkawinan, melalui sistem-sistem administrasi yang telah diatur 
sedemikian rupa.  
Perkawinan poligami adalah perkawinan yang paling banyak dilakukan secara 
sirri atau yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Hal ini terjadi 
karena beberapa faktor, antara lain : 
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a. Para pelaku poligami ingin menghindari proses izin poligami di 
Pengadilan. Pelaku poligami menganggap proses izin dari pengadilan 
masih bisa tidak mengizinkan pelaku poligami untuk berpoligami karena 
tidak memenuhi syarat-syarat yang sah untuk berpoligami.  
b. Pelaku poligami harus berpoligami karena wanita yang akan dinikahi telah 
hamil terlebih dahulu. Pelaku poligami yang wanitanya telah hamil duluan 
biasanya melakukan perkawinan secara sirri untuk menutupi malu. 
Apalagi ketentuan mengenai berpoligami sama sekali tidak 
mencantumkan bahwa salah satu alasan yang yang membolehkan suami 
untuk berpoligami adalah karena telah menghamili wanita lain. Dalam 
Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Seorang wanita hamil diluar nikah, 
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya.
21
 
Setelah melihat faktor penyebab terjadinya poligami yang tidak sesuai dengan 
peraturan perudang-undangan tersebut, bukan berarti bahwa poligami dapat dilakukan 
secara sirri atau dibawah tangan. Meski secara agama dianggap sah, namun 
perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat 
nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata 
Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut dianggap sangat merugikan bagi istri 
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yang dipoligami dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun secara 
sosial dan bagi anak yang dilahirkan.   
Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia idak berhak atas 
nafkah dan warisan dari suami jika ditinggalkan terlebih dahulu dalam hal ini 
meninggal dunia. Selain itu, sang istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi 
perpisahan. Karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. 
Secara sosial, sang istri akan sulit untuk bersosialisasi karena perempuan yang 
melakukan perkawinana dibawah tangan, sering dianggap bahwa ia telah tinggal 
dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.  
Tidak sahnya perkawinaann menurut hukum Negara, memiliki dampak 
negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan 
dianggap sebagai anak tidak sah. Konsikuensinya, anak hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Berikut adalah rincian akibat hukum dari 
perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (dibawah tangan): 
a. Perkawinan dianggap tidak sah. 
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun 
dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat 
oleh Kantor Urusan Agama.
22
 
b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. 
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Anak-anak yang dilahirkan dibawah perkawinan atau perkawinan yang 
tidak tercatat, selain dianggap sebagai anak yang tidak sah, juga hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu, sedangkan 
hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 
23
  
c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. 
Akibat yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, baik 
istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak 
berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya. Harta yang didapat 
dari perkawinan dibawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang 
menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono gini/harta bersama.  
4. Aspek-aspek Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia 
a. Dasar Hukum Poligami dalam Perundang-undangan  
Secara subtansial berkaitan dengan dasar hukum poligami, seorang suami 
dapat melakukan poligami, seorang suami dapat melakukan perkawinan dengan 
beberaa orang istri dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dari aturan hukum tersebut, ada beberapa 
asas yang melatarbelakangi timbulnya konsep poligami. 
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Dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ada 
beberapa pasal yang berkaitan dengan diperbolehkannya seorang suami melakukan 
perkawinan denga lebih dari satu orang istri. Hal tersebut dijelaskan dalam bab I 
pasal 3 sampai dengan pasal 5, sebagai berikut :  
Pasal 3 : 
(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang apabila dikehedaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
Pasal 4 : 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebh dari seorang apabila : 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pasal 5 : 
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dala pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut; 
a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mjungkin dimintai 
perssetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perllu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan.24 
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Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, aturannya terdapat dalam bab 
IX pasal 55 sampai dengan psal 59 sebagai berikut :   
Pasal 55: 
(1) Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya empat orang 
istri.  
(2) Syarat utama beristri dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka.  
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 
suami dilarang beristri lebih dari seorang.  
 
Pasal 56 :  
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat isin di 
Pengadilan agama. 
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) menurut tata cara 
sebagaimana diatur dalam bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.  
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketigaatau keempat tanpa izin 
dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.  
 
Pasal 57 : 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila : 
a. Isri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.  
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tdak dapat disembuhkan.  
c. Istri tidak dapat melahikan keturunan.  
 
Pasal 58 :  
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 tahu 1974 yaitu:  
a. Adanya persetujuan istri.  
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan 
anak-anak mereka.  
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah 
No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat  diberikan secara 
tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan 
ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada siding Pengadilan Agama.  
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar 
dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau Karen sebab lain 
yang perlu mendapat penilaian hakim. 
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Pasal 59 : 
Dalam hal istri tidak memberikan persetjuan, dan permohonan izin untuk beristri 
lebih dari sartu orang berdasarkan salah satu alsan yang ditur dalam pasal 55 ayat 
(2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah 
memeriksa dan  mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan 
Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding 
atau kasasi.25   
 
b. Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
 
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. 
Pasal 41 
Pengadilan kemudian memeriksa mengenai : 
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 
ialah: 
- Bahwa istri idak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.  
b. Ada atau tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan 
itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan 
siding pengadilan; 
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin kepeluan istri-istri 
dan anak-anak, dengan memperihakan: 
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani 
oleh bendahara tempat bekerja; atau 
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 
iii. Surat keerangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; 
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 
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Pasal 42 
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 
pengadian harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.  
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-
lampirannya.  
 
Pasal 43 
Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon unuk 
beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.  
 
Pasal 44 
Pegawai Pencatat dilarang unuk melakukan pencatatan perkawinan 
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin 
Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.26  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah menguraikan mengenai mekanisme poligami pada masyarakat Islam 
Lamaholot serta perbandingannya secara yuridis pada masyarakat di Desa Horinara 
Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, peneliti memperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Masyarakat Lamaholot adalah masyarakat yang hidup dengan dua 
kepercayaan yaitu Islam dan Katolik. Meskipun diantara mereka hidup 
rukun dan saling toleran, masyarakat Islam Lamaholot masih minim 
pengetahuannya tentang agama terlebih tentang ketentuan Hukum positif 
yang ada di Indonesia. Ketentuan-ketentuan adat Lamaholot, sebagiannya 
bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Tidak terkecuali dengan ketentuan perkawinan 
poligami menurut adat Lamaholot. Bagi masyarakat yang paham tentang 
agama dan hukum, mereka akan hidup dengan ketentuan-ketentuan yang 
sesuai dengan agama dan hukum yang berlaku. Namun, tetap menjalankan 
ketentuan adat yang Masih sesuai dengan ajaran agama Islam untuk tetap 
menjaga hubungan sosial sesama masyarakat Lamaholot.  
2. Meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan 
diluar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak 
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memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata 
Negara. Perkawinan poligami masyarakat Islam Lamoholot sebagian besar 
tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi 
mereka, ketentuan adat harus didahulukan. Jika ketentuan adat telah 
terlaksana, ketentuan-ketentuan lain baik agama maupun Negara akan 
dikembalikan ke masing-masing pihak untuk melaksanakannya. Akibat 
hukum perkawinan tersebut dianggap sangat merugikan bagi istri yang 
dipoligami dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun 
secara sosial dan bagi anak yang dilahirkan. Secara hukum, perempuan 
tidak dianggap sebagai istri sah. Ia idak berhak atas nafkah dan warisan 
dari suami jika ditinggalkan terlebih dahulu dalam hal ini meninggal 
dunia. Selain itu, sang istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi 
perpisahan. Karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak 
pernah terjadi. Secara sosial, sang istri akan sulit untuk bersosialisasi 
karena perempuan yang melakukan perkawinana dibawah tangan, sering 
dianggap bahwa ia telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan 
atau dianggap sebagai istri simpanan. Tidak sahnya perkawinaann 
menurut hukum Negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang 
dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai 
anak tidak sah. Konsikuensinya, anak hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu. 
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3. Secara subtansial berkaitan dengan dasar hukum poligami, seorang suami 
dapat melakukan poligami, seorang suami dapat melakukan perkawinan 
dengan beberapa orang istri dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-
undang RI No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dari 
aturan hukum tersebut, ada beberapa asas yang melatarbelakangi 
timbulnya konsep poligami. Dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan, Hal tersebut dijelaskan dalam bab I pasal 3 sampai 
dengan pasal 5. dalam Kompilasi Hukum Islam, aturannya terdapat dalam 
bab IX pasal 55 sampai dengan pasal 59. Sedangkan pelaksanaan Undang-
undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 40 sampai 44.  
B. Saran  
1. Perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan peraturan Prundang-undangan 
tentang perkawinan berdampak buruk bagi para pelakunya. Selain tidak 
adanya kepastian hukum, faktor psikis dan sosial pelaku dalam masyarakat 
juga menjadi buruk. Oleh karena itu, perkawinan poligami sebaiknya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.  
2. Peneliti berharap bahwa, budaya Lamaholot yang sudah ada yang bersesuaian 
dengan ketentuan Undang-undang wajib untuk dipertahankan. Sedangkan 
yang tidak sesuai dengan Undang-undang, dapat disesuaikan tanpa 
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meninggalkan nilai budaya lamaholot itu sendiri. Karena, Negara kita 
Indonesia ini adalah Negara hukum.  
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